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Nomor

Tannaal_ 
-_ 

-JJ-

: 42O I OU DPK-DIKIIIAS/IV/ 2O2O

: O2 APRIT 2O2O

: HELPIDA ERNI, S.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PAUD DIXHAS

Tahun Anggaran 2O2O

: fl. H. AgusSalim - Painan

: RAMLAN DANI, S.Pd.

: l(ep-ala Sa*ggar Kegiatan Belajar {St(B} Peslsir Selatan

: Il.Tebing Indah Pasar Baru, Kecamatan Bayang

Pada hari ini Kamis tanggal Duabulan Apriltahun Dua ribu dua puluh, Kami yang bertanda tangan di

bawah ini :

Bertindak untuk dan ahs nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

selanjutnya dlselrut PiH-AK PEPTA {rrL

1. Nama

2. lababn

3. Alamat

Nama

Jabatan

Alamat

1.

z.

3.

Bertindak dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.

82L.2|3OO|BKPSDM-2017 Tanggal 7 Agustus 2017 yang selanjutnya disebut PiHAK KEDatA,

PIHAI( PfRTA]{A dan PIHAK I{EDUA seeara krsama terlebih dahulu menjelaskan dan menrradari

sepenuhnya hal-hal sebagai berikut :

i. Bahwa Undang-iindang i'iomor 20 Tahun 2003 antara iain mengamanatkan :

) Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan serta menjamin terselenggaranlia pndidikan yang berrr.ri_rtu lragi setiap warga

negara tanpa diskimlnasi;
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) Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidilon Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal

dan non formal menydiakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisilq keaedasan intelektual, sosial,

emosional, dan kejiwaan peserta didik;

) Pasal 46 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah,

Pemerintah daerah dan masyarakat;

F Pasal 46 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 a-vat {4} Undang-Llndang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa kegiatan pningkatan pmtsarana pendidikan merupakan sahh satu prioritas pembargunan

nasional, sehingga Pemerintah berupya mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi maryarakat terhadap

pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pndidikan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendidikan untuk

menunjang proses pembelajaran yang terakrr dan bed<elanjutan dalam mngka meningkatkan mutu

pendidikan;

4. Bahwa Pelai-rran Presiclen Republik Indo*esia No. 88 Tahun 2019 Tanggaf 30 Seseniber 2019

tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasl Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kqiatan
peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan kkolah secara swaketola

yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen

berbasis sekolah;

5. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. tl Tahun 2020

Tanggal 26 Februari 2020 Tenhng Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

6. Bahwa untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen

Pelakanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler ZA2A);

Egan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri daiam suatu perjanjian pemircrian

hnn Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan

&r ryarat-s_varat seperti dalam pasal--pasaf di baw.ah ini :

i

*d Perjaryiiot Pemberian Banaol
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krirfian ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan

rt* rnendanai kegiafan pembangunan/rehabiliEasi prasarana pendielikan pada je--njang kkolah Menengah

Rlfna dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional
ptdidilan. Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sehagaimana yang tercantum dalam RAB &

GrrSar serta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup kkelaan

Rrinj*m Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

rqpesaikan pekerjaan pembarqunan/rehabilitasi przrsarana pendidikan pda Sanggar l(egiatan
-*f-- (SKB) Pesisir Selatan yang melipuU :

L kmbangunan Ruang Frakbk Baru Beserta perabolnya

Pasal 3

Iangka U9aktu pelalssanaan

Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 120 (seratr.rs dua puluh) hari

hlener terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Btdang Pendidikan T. ahun Anggam* 2020 di
r'ehning PIHAK KEDUA.

L IIHAI( IGDUA akan mutai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dirnakud dalam pasat 2 paling

tnnbat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang

Midikan Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.

3- kbksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal 30 Desember

M.

Pasal 4

Prirsip-prinsip kkerjaan

inrd>primip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

L khbanaan dike{akan dengan mekanisme s,waketola,

Z Ecrapan asas efeKifitas, efisiensi, transparansi dan akunhbilitas,

a kn$rhmaan prtisipasi masyarakat dahm pengrebhan kegiabn,

{. Ofiirnalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

b fupjln Pemberion Banatan
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Pasal 5

Tugas dan Keuraiiban Para Pihak

L PIHAK PERTA}.IA:

a) Menyalurkan dana dengan segerc ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan

melalui Satuan Kerja perangkat Daerah dengan mempertimbangkan iangka waktu pelaksanaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

b) Bertanggung iawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat

Kabupaten.

c) Memberikan bimbingan teknis danlahu sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang

Pendidikan.

d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang Pendidikan.

Z PIHAK KET}UA :

a) Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat

sah:an pendrdikan {Skclah}.

b) Membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ditingkat Satuan Pendidikan (Sekolah).

c) Melaporkan keadaan fisik dan keuangan serta genggunaannya secara periodik kepda PIHAK

PERTAMA.

d) Mencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang Pendidikan kepada PIHAK

PERTAMA.

Pasal 6

Pelaksanaan Pekerjaan

Pebilsanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :

a" PIH-IK KEDUA dalam melakanak-an k-eglatan harus melibat-kan unsur sek-olah, komite dan mas,uarak-at

sebagai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

b. PIHAK KEBUA dalam rnengelota DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dergnn Petuniuk Teknis

dan Petunjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkait,

c PIHAK KEDUA membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan

kepada PIHAK PERTAMA,

d!. PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERIAMA dokumentasi pekerjaan,

laporan kemajuan pekefaan dan kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana,

e. PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatabn penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas serta

pdaporan keuangan dari hasil pekerjaan,

rf. PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan paiak-pajak yang terkait dengan

@ksanaan pekerjaan serta menyimpan bukti-bukti setaran -dan faktur pajak sesuai dengan praturan

penrndang-undangan,

srr Perlanjian Pemberian Bantuan
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gL PIHrll( KEDUA berkewaiiban melakukan serah tedma hasil pekerjaan dengan PIHAK PERIA.I{A yang

dihmngkan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

h- PIHAK KEDUA waiib menyimpan seluruh dokumen pelakanaan DAK Fisik Bidang pendklikan Tahun

Anggaran 2020,

L PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

Pendidikan Tahun Anggaran 2070 yang diterima dari prHAK PERTAMA,

Pasal 7

I *ngawa*ln dan pemerilcsaan
I

I a Dalam pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekefiaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh tenaga

I fastiAtor yang rnerupekan u*sur individu 1lang ahli dibidangnp,
' b- PIHAK PERTAI{A mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

i lctentuan pelaksanaannya,

pasal 8
II :umlah llana Bantuan
t

I I OnX Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTA]|A kepada PIHAK
I

I IEDUA sebesar Rp. 195.000.ffi,- (Seratus Sembilan Puluh Lima juta rupiah) dengan rineian sebagai

I berikut:

J ", Pembangunan Ruang PraKik Baru Beerta perabo&rya = Rp. 195.&0.(x)0,-

I
I

I Z oana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

! raa z.

I
I

I nasal s

I *t"turaa Dana
I
I lUtgturan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (l) sebagai berikut :

T

I r rdnn 7 : 25o/o (Dua puiuh iima perseratusi dari keseluruhan dana srsakeiola seteiah perjanji,an ini

I Candatangani kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui eIHAK PERTAMA,

I a ,*O II : 450,6 (Empat puiuh lima perseratus) dari keseturuhan clana swakeioia apabila pekerjaan telah

I 
*pai bobot 20% (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progres kemajuan

I p*e.rjaan,
I

I e r*rap III : 30o/o (Tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelota apabila pekerjaan telah
t

I rrrrapai bcrbot 65% {enam puluh lima perseratus}, dilengkapi dengan dokum.enfasi dan progr"ess
I

, Emajuan pekerjaan.

I

I
| * rul-Ea Pemberian Bantuonl-- s

I
I
IL.
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Cara pembayaran dlsalurkan/hnsfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

Nama Rekening :

Nomor Rekening : 0403. O2tO, 02149 - 3
NamaBank : BankNagari pasarBaruBayang

Pasal 1O

Fons€ lrlaJeurc

Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemarnpuan manusia dan Udak dapat
dihindarkan sehingga suatu k-egiatan hdak dapt terlaksana sebagaimana rte$tinya se.perti bencana
ahry epidemilg peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan/kerusuhan.

Afab,ila terjadi force maieure maka PIIIAK HEDUf, segera rrremberiEhukan kepada PIHAK
PERTAUA se@ra tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak
terjadinya forue majeure dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluartan oleh pihak be_menang.

Berdasarkan pemberttahuan tertulis dari PIHAK T(EDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)
maka PIHAK PERTAUA akan melakukan evaluasidan kajian untuk mengambil keputusan, rnenyetqui
atau menolak permohonan dari pIllAK KEDUA tersebut.

Apabiia permohonan tertuiis dari PIHAK KEOUi tentarrg force ma;bure diterimaldisetujui n'rat<a akan
dilakukan perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awal dinyabkan baEl.

Pasal 11

Sisa Dana

Apabila PIHAK IGDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana malo dapat
digunakan untuk menambah volume atau sasaran dengan pe.rsetujuan PIH-AX pER_TAltA,

Jika sisa dana tidak dlgunalon untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
disetorkan kernbali ke kas daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban

PIHAK KEDUA wajib membuat laporan sffira berkala mengenai pelaksanaan pkerjaan / kemajuan
pekerjaan kepada PIHAK pERTAilA.

PIHAK KEDUA wajib membuat dan nrenyerahlon kepada PTHAK pERrAilA dokumentasi kegiatan
beserta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencalran dana.

b Perj o4i iail P emb erian B annnt
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3. Laporan pertangrgunqjawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAT( T(EDUA kepada PIHAK

PERTAMA selarnbat-larnbatnya t4 (empat belas) hari kalender terhitung saat selsainya pelaksanaan

pekerjaan, dilampiri antara lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) Bukti pertanggungjawaban keuangan seperti : kwitansi/ faktur setiap pembelian barang dan bukti

pengeluaran lainnya,

c) Bukisetoran pajalq

d) Bukti teknis pekefaan.

Pasal 13

Sanksi

L Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

letentuan ,uang berlaku dalam dokumen teknis, RIB dan Gambar rencrna, maka PfilAK PERT-AMA

secrra sepihak dapat memutuskan/menghentikan pekerjaan tersebut.

L Enutusan/pergtrentian se@ninnna dimaksud ayat {1} diatas mab PIHAT( I(EDUA wajib

mergembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

k#ntuan perundang-undangan,

Pasal 14

PEfiUruP

ffin Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada hari dan

lilggBf tesebut diatas. Surat Perjanjian i*! dibuat dalam rangkap 4 {empat}, 2 {dr-la} rangkap d;antaranya

Ln*rei cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing*nasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Selatan

Painan, tanggal tersebutdi atas

PIHAK PERTAITIA,
Kuasa Pengguna Anggaran

A\\
HETPIDA ERI{I, S.Pd

NIP. 19641229. 198702.2.001

b l@dfn Pemfurian Banturyr


